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KEPAHIANG - Pemba-
yaran Tambahan Peng-
hasilan Pegawai (TPP)
menjadi temuan Badan
‘Pemeriksa Keuangan
(BPK) dalam Laporan Ha-
sil Pemeriksaan (LHP) ta-
hun anggaran 2020, Pem-
kab Kepahiang langsung

evaluasi. Terutama dalam

penghitungan analisa ja-
batan (Anjab) dan Analisa
Beban Kerja (ABK) dalam
pengalokasian TPP selu-
ruh PNS.

Sekretaris Daerah (Sek~
da) Kabupaten Kepa-
hiang, Dr. Hartono, M.Pd
mengungkapkan bahwa
Pemkab akan melaku-
kan pemantauan terkait
dengan pemberian TPP
ASN tersebut. Harus dise-
suaikan dengan beban
kerja serta mengacu pada
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

“Jelas kita akan pantau
lagi Anjab dan ABK da-
lam pengalokasian TPP
tersebut. Apalagi setelah
adanya rotasi jabatan ten-
tu akan kita sesuaikan lagi
dengan sistem penatau-
sahaan yang ada. Karena

sudah barang tentu ada
regulasi yang harus kita
taati dalam melakukan-
penghitungan TPP ini,”
terang Hartono.

Dia juga mengatakan
bahwa Pemerintah Kabu-
paten pada dasarnya akan
mengacu pada peraturan
terkait TPP tersebut. Ter-
masuk kriteria dan per-
hitungan beban kerja
PNS. “Penatausahaan
dan penghitungan beban
kerja, dalam hal kriteria
pemberian PNS ini akan
kita pantau,” ujarnya.

. gan (BPK).
BPK salah Batunya ter-".

KLIPING MEDIA 2021

KAMIS,

KEPAI-#I A
25 NOVII

KATEGORI BER

D POSITIF NETRAL D BAHAN P

Terhuan BPK, TPP Dievaluasi

Diketahuils
nya, meski mie

Wajar Tanpa|Pengecual-
ian (WTP) fak berarti
pengelolaan) keuangan |
daerah Pemkab Kepa-

ari catatan

hadap penjberian TPP

berdasarkar} beban kerja

pada BKD tiflak memiliki

kriteria yang jelas.

Diketahyi, Pemkab
Kepahiang TA 2020
menganggafkan belanja
TPP sebesaf Rp 65, 633
.396.396,00 flan telah di-
realisasikan®7,52 persen.
Rinciannyd| sebesar Rp
37,340 miligr merupakan
realisasi belfinja tambah-
an penghasifan berdasar-
kan beban et)ajian Rp

dalam pen

tersebut Pgimkab Kepa-

hiang bel memiliki
“kriteria danfperhitungan
yang jelas. Hasil pemerik-

saan atas rdalisasi APBD
juga diketphui bahwa
setiap kegiafan pengelola
keuangan g merupa-
kan alasan fliberikannya
TPP berdasarkan beban
kerja dibefikan hono-
rarium.

Dibagian lain, soal
temuan BPK tahun 2021
terkait realisasi belanja
BBM di Setdakab Kepa-
hiang yang dinilai tidak
memadai, ditegaskan
Sekda hanya sebuah kes-
alahan administrasi. Ken-
dati demikian pihaknya

. akan tetap melakukan ka-

jian atas temuan tersebut
sesuai dengan rekomen-

. dasi dari BPK.

Dalam melakukan kajian,
Hartono menerangkan
pihaknya akan menganal-

~isa guna mencari tahu
penyebab dari membeng-

kaknya temuan tersebut.
Yakni mencapai Rp 156,7
juta. Walaupun ia men-
gakui sampai saat ini di-
rinya belum secara s
fik mempelajari Lapor
Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK tersebut.

“Ya, saya baru satu bulan :

menjabat sebagai sekda.
Masih banyak PR yang
harus diselesaikan. Untuk
temuan belanja BBM ini
saya sudah dapat infor-

masi, dan menurutsayaitu

hanya kesalahan adminis-

trasi saja. Meski begitukita -
. tetap akan lakukan kajlan,"

jelasnya.

Dia menambahkan, ber-

dasarkan hasil kajian se-
mentara yang dilakukan
plhaknya memang ada
beberapa SPBU saat pengi-
sian BBM oleh beberapa
mobnas milik Setdakab
Kepahiang, kehabisan
struk sehingga menggu-
nakan struk manual. Se-
mentara struk manual itu
dianggap tidak sah oleh
BPK. :
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ang kita dapat
, namun saat ini
a analisa. Reko-
dari BPK terus
ak lanjuti seba-
ggungjawabkan

g Hartono.
terkait ada ke-
an ‘permainan’
Suirat Pertanggung-
(SPj) pembelian
h oknum pejabat, i
tidak menampik
ada kemungkinan. ‘|
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n ia tidak berani
an hal itu, kar-
piflu analisa lebih

ui, dari catatan i
emeriksa Keuan-
K) atas Laporan

bgmeriksaan (LHP)
dhggaran 2020 laly,
Sith elanja BBM pada
b Kepahiang dini-
emadai. Bahkan
156,7 juta secara
yang berdasarkan
dit BPK tidak bisa
ggungjawabkan
ukn pertanggung-
) yang ada. (sly)
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